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ABSTRACT : Mahram is an important issue in Islam because it can influence behavior, halal and haram. 

Furthermore, mahram is a wise decision of Allah SWT and also the perfection of this religion which regulates 

every aspect of life. So, it is important for us to know who is included in the list of mahrams and what their rights 

are. Furthermore, Mahram also touched on the issue of inter-tribal marriages. The question is whether this can 

be considered contrary to the existence of Mahram. This issue is still debated by many religious experts and many 

different sectarian groups have emerged and punished each other by prohibiting inter-tribal marriages. In short, 

the author emphasizes that this problem is not included in the daruriyyat but only in the hajiyyat category. In 

other words we can say that inter-tribal marriages are permitted in Islam.  
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ABSTRAK : Mahram merupakan persoalan penting dalam Islam karena dapat mempengaruhi tingkah laku, halal 

dan haram. Selanjutnya mahram merupakan keputusan bijaksana  Allah SWT dan juga  kesempurnaan agama  ini  

yang mengatur setiap aspek kehidupan. Jadi, tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan siapa saja yang 

termasuk dalam daftar mahram dan apa saja hak-haknya. Lebih lanjut Mahram juga menyinggung soal pernikahan 

antar suku. Persoalannya apakah hal ini bisa dianggap bertentangan dengan keberadaan Mahram. Masalah ini 

masih diperdebatkan oleh banyak ahli agama dan banyak kelompok sektarian yang berbeda bermunculan dan 

saling menghukum dengan melarang pernikahan antar suku. Singkatnya penulis menegaskan bahwa Masalah ini 

tidak termasuk daruriyyat tetapi hanya kategori hajiyyat. Dengan kata lain kita dapat mengatakan bahwa 

perkawinan antar suku diperbolehkan dalam Islam. 

 

Kata Kunci: mahram, perkawinan suku, hukum Islam 

 

1. PENDAHULUAN 

Dalam pandangan Islam, perkawinan bukan hanya persoalan keluarga dan budaya, bukan 

pula persoalan keperdataan semata, namun yang terpenting juga persoalan agama (Abror, 2017; 

Heryanti, 2021; Muhammad Zainuddin Sunarto & Lutfatul Imamah, 2023; Salim et al., 2020).  

Oleh karena itu, pernikahan diadakan untuk memenuhi perintah Allah dan Sunnah Nabi dan 

dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Dari informasi tersebut kita dapat 

melihat bahwa dalam hukum Islam, hendaknya perkawinan  dilaksanakan  berdasarkan 

petunjuk Allah dan petunjuk Nabi, (Efendi, 2019; Musyafah, 2020; Nasrullah, 2022; Patampari, 

2020). Namun pada kenyataannya masih banyak daerah  di Indonesia yang masih  

menggunakan tradisi  dalam pernikahan yang tentunya bertentangan  dengan prinsip Islam, 

padahal Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit.  

Muslim menurut hukum Islam, ada ketentuan yang melarang seseorang melakukan 

hubungan perkawinan dan hubungan disebut muhrim, karena hubungan darah, hubungan 
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perkawinan dan hubungan kekerabatan (Prayogi & Jauhari, 2021; J. Putri et al., 2024; S. A. 

Putri et al., 2024; Syathori & Himmawan, 2023). Islam menjelaskan hakikat dan makna 

perkawinan dengan sangat jelas, bahkan dalam beberapa undang-undang masalah-masalah 

yang berkaitan dengan perkawinan diatur secara khusus Seperti hukum no. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, Ringkasan Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No.9 sejak tahun 1975 

dan lain-lain. Dalam UU Perkawinan Muslim, ada asas yang disebut yaitu selektif.  

Artinya ketika seseorang ingin menikah, maka ia harus memilih terlebih dahulu dengan 

siapa ia boleh dinikahi dan siapa yang dilarang untuk dinikahinya. Hal ini untuk menjaga agar 

pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada (Aceh, 2023; Daud et 

al., 2022; Puspiana et al., 2023; Witoro, 2021). Terutama bila perempuan yang hendak dinikah 

ternyata terlarang untuk dinikahi, yang dalam Islam dikenal dengan istilah mahram (orang yang 

haram dinikahi). Perkawinan sesuku menurut adat Minangkabau merupakan sesuatu hal yang 

dilarang dikarenakan beberapa alasan-alasan tertentu. Menikah sesuku menurut logika hukum 

Minangkabau tidak baik (Chodir, 2023; Djuniarti, 2017; Fajriyanti et al., 2023; Ghoni, 2022).  

Sanksinya jika dilanggar adalah sanksi moral, dikucilkan dari pergaulan, dan lain-lainnya. 

Bukan saja pribadi orang yang mengerjakannya, tapi keluarga besar pun mendapat sanksinya. 

Namun dalam islam apakah kawin sesuku dibolehkan atau tidak. Berdasarkan hal di atas 

penulis perlu mengkaji tentang mahram dan kawin sasuku dalam konteks Hukum Islam (Kajian 

Tematik Ayat-ayat Hukum Keluarga) (Anggi Nur Nisa Tanjung & Wahyu Ziaulhaq, 2022; 

Hasibuan, 2023; IBROHIM, 2022; Irnanda Lucky Ajisaputri, 2021; Safirra, 2020).  

 

2. METODE PENELITIAN 

Tulisan ini menggunakan metode kajian kepustakaan (library research) yang bersifat 

kualitatif. Pembahasan yang dikemukakan didasari bahan-bahan yang diteliti melalui dalil-dalil 

Sunnah, kitab-kitab fiqh dan tafsir. Dari kitab-kitab tersebut dikutip berbagai pendapat dan 

argumentasi para ulama beserta dalil-dalil yang mereka kemukakan, kemudian diambil suatu 

kesimpulan yang dapat dipahami seperti yang tertera dalam tulisan ini. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mahram Menurut istilah ada beberapa pendapat:  

a. Abdul Barr Rahimahullah, adalah lakilaki yang haram bagi wanita karena sebab nasab 

seperti bapak dan saudara laki-lakinya atau sebab pernikahan seperti suami, bapak suami 

(mertua) dan anak laki-lakisuami (anak tiri) atau anak susuan, saudara sesusuan dan 

karena sebab yang lain.  
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b. Al-Hafid., mahram perempuan adalah orang yang diharamkan baginya atas dasar ikatan 

(pernikahan) kecuali ibu hasil hubungan badan yang syubhat dan wanita yang dilaknat. 

(Kitab Fathul Barri) 

c. Ibnu Qudamah rahimahullah adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selama-

lamanya karena sebab nasab, persusuan dan pernikahan, seperti bapaknya, anaknya atau 

saudara laki-lakinya karena sebab nasab atau sepersusuan. (Abdul Karim Zaidan). 

 

4. PEMBAHASAN 

Mahram Menurut istilah ada beberapa pendapat:  

a. Abdul Barr Rahimahullah, adalah laki-laki yang haram bagi wanita karena sebab nasab 

seperti bapak dan saudara laki-lakinya atau sebab pernikahan seperti suami, bapak suami 

(mertua) dan anak laki-laki suami (anak tiri) atau anak susuan, saudara sesusuan dan 

karena sebab yang lain (Ilmiah & Pendidikan, 2023; Kurniawati & Fadilah, 2019; Rahayu 

& Pertiwi, 2022; SURBAKTI, 2020).  

b. Al-Hafidẓ, mahram perempuan adalah orang yang diharamkan baginya atas dasar ikatan 

(pernikahan) kecuali ibu hasil hubungan badan yang syubhat dan wanita yang dilaknat. 

(Kitab Fathul Barri, jil. 9: 332(Bi et al., 2019; Nur Falah et al., 2020; Perspektif et al., 

2024)).  

c. Ibnu Qudamah rahimahullah adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selama-

lamanya karena sebab nasab, persusuan dan pernikahan, seperti bapaknya, anaknya atau 

saudara laki-lakinya karena sebab nasab atau sepersusuan. (Abdul Karim Zaidan, tt:148). 

d. Ibnu Atsir Rahimahullah adalah yang diharamkan menikah dengan sanak keluarganya 

seperti bapak, anak, saudara laki-laki, pamannya atau yang lainnya yang masih memiliki 

ikatan mahram.  

e. Muhammad Khasyad Rahimahullah adalah seorang yang haram menikah atas dasar 

ikatan karena sebab pernikahan, nasab, persusuan atau sebab yang lain. (Muhammad 

Khasyad, 1994: 142). 

f. Syaikh Shaleh Al-Fauzan rahimahullah adalah semua orang yang haram dinikahi 

selama-lamanya karena sebab nasab seperti bapak, anak, dan saudaranya atau dari sebab-

sebab pernikahan yang lain seperti saudara sepersusuannya, ayah ataupun anak tirinya. 

Jadi definisi mahram secara keseluruhan adalah larangan atau pengharaman yang 

berkaitan dengan hukum misalnya; pernikahan, safar, batasan aurat serta hukum berjabat 

tangan, dan lain-lain.  
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Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang mahram, antara lain:  

a. Ayat pertama: Sūrah an-nisā’ ayat 22: 

Artinya: “Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, 

kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat 

keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”. (Q.S. An Nisa’, 

4: 22) 

b. Ayat kedua, Sūrah an-Nisā’: 23 -24:  

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibuibumu; anak-anakmu yang perempuan; 

saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; 

saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu 

yang laki-laki; anakanak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-

ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istri mu (mertua); 

anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi 

jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak 

berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu 

(menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, 

kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang (Arifin et al., 2023; Muthmainnah, 2023). Dan (diharamkan juga kamu 

mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah 

menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu 

selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan 

untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, 

berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan 

tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, 

sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Bijaksana". (Q.S. An-Nisa [4]: 23-24). 

 

5. KESIMPULAN 

Setelah menguraikan ayat-ayat tersebut di atas, dapatlah ditarik beberapa istinbath 

hukum, antara lain: Bahwa perempuan yang haram dinikahi terbagi kepada dua golongan, yaitu:  

A. Hubungan Keluarga yang terdiri dari tujuh macam, yaitu:  

1) Ibu 

2) Anak-anak 

3) Saudara 
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4) Bibi dari ayah  

5) Bibi dari ibu  

6) Anak saudara laki-laki 

7) Anak saudara perempuan)  

B. Hubungan mertua dan susuan  Bagian ini terdiri dari tujuh macam pula, yaitu:  

1) Ibu yang menyusui 

2) Saudara satu susuan 

3) Ibu mertua 

4) Anak tiri 

5) Istri anak kandung 

6) Memadu di antara dua saudara) 

7) Bekas istri ayah.  

Larangan perkawinan sesuku tidak termasuk ke dalam kategori daruriyyat, tetapi hanya 

masuk kategori hajiyyat karena dibutuhkan masyarakat matrilinial untuk mempermudah 

mencapai kesejahteraan rumah tangga. Tidak adanya larangan perkawinan ini tidak akan 

mengakibatkan hancurnya kehidupan masyarakat. Oleh karena itu perkawinan sesuku 

hukumnya mubah (boleh) 
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